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ABSTRACT
Penulisan  Laporan  Kerja  Praktek  (LKP)  bertujuan  untuk  mengetahui proses  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran 
Kementerian  Negara/Lembaga (RKA-KL)  sudah  sesuai  dengan  acuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Indonesia.
Laporan  kerja  praktek  ini  telah  diselesaikan  dengan  memperoleh  data melalui  studi  kepustakaan,  observasi  dan  melakukan 
wawancara  di  Lembaga Penyiaran  Publik  Radio  Republik  Indonesia  Banda  Aceh,  untuk  mengetahui bagaimana  proses 
penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKA-KL)  pada  Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio
Republik  Indonesia  (LPP  RRI)  Banda  Aceh,  dan  untuk  memenuhi  salah  satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas
ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi Unsyiah. Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementrian/Lembaga  (RKA-KL)  adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian/Lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan  Rencana  Strategis  Kementerian/Lembaga  yang  bersangkutan  dalam  satu tahun
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-KL terdiri  dari  rencana  kerja  Kementerian/Lembaga 
dan  anggaran  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  rencana  kerja  tersebut,  di  dalam  Rencana  Kerja  diuraikan visi,  misi, 
tujuan,  kebijakan,  program,  hasil  yang  diharapkan,  kegiatan,  dan keluaran  yang  diharapkan,  sedangkan  didalam  anggaran 
yang  direncanakan, diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang
dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya,  serta  sumber  dan  sasaran  pendapatan 
Kementerian/Lembaga  yang bersangkutan.
